
BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPAT INDRAMAYU 
NOMOR II8 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO 
DI KABUPATEN INDRAMAYU 

BUPAT INDRAMAYU, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, 
bersih dan bertanggungiawab diperlukan adanya 
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP] yang berkualitas; 

b. bahwa dengan adanya pengawasan yang berkualitas 
diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan 
rnandat petgawasan masing-masing APIP; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati. 

Mengingat · 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 



sebagaimana telah beberape kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Noror 7 'Tahu 2021 tentang 
Harmorisasi Peraturan erpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Noror 246, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 6736); 

4. Unlang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara eebagairana telah beberapa 
kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor T 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Per pajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Noror 246, Tambahan Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangungiawa.b 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lemberan Negara Republik Indonesia Noror 4400); 

6. Undang-Undeng Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerita.han Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
11 'Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Noror 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736]; 

8. Undang-Undang Nomor 'Tahun 2022 tentang 
Hu bungan Keuangan Antare Pererintah Pust dan 
Pererintahan Daerah [Lembaran Negara RepublHk 
Indonesia Tahun 2022 Noror 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Noror 60 Tabun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 

10. Peraturan Pererintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Persngkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Noor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana tela.h 
diubah denpan Pera.turn Pemerintah Norar 72 Tahun 
2019 tentang Peruba.han Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Noror 187, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
6402); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 'Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawassn Penyelenggaraan 
Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lube.ran Ncgare Noror 6041); 

12. Peraturan Pererintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Deaerah (Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6322); 

13. Peraturan Pererintah Noror 13 Tahu 2019 tentang 

Laporan dan Evaluaai Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Noror 
6323); 

14. Peraturan Pemeritah Noror 94 Tahun 2021 tentang 
Dieiplin Pegawad Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan 
Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718] ; 

15. Peraturan Preside Noror 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadean Barang/Jasa Pererintah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedomnan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberape kali diubah terakhir 
dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l 
Tahun 2011 tentang Peru bahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'Tahun 2006 tentang 
Pedoran Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalar Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubaban Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
200'7 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Darrah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Pedoran Evaluasi Atas Implementasi SAKIP; 

19. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dese; 

20. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Noror 79 'Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klaaifileasi, Kodeflkeasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publtk Secar Nasional; 



23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformat Birokrasi Noror 52 Tahun 
2014 tentang Fedoran Pembengunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupai 
dan WLlayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkuungnn Instansi Pemerintah; 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeni Noor 23 Ta.hun 

2020 tentang Perencanaan Perbinaan dan 
Pengawaaan Penyelenggaraan Pererintahan Daerah 
Tahun 2021; 

25. Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokarasi Noror 26 'Tahun 2020 
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformaai 

Birokrasi; 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022; 
27. Perstunan Deputi Bidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Noror 04 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada 
Pererintah Daerah; 

28. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Perbangunan Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 
2020 tentang Pedoran Perencanaan Pengawasan 
Derbeasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern 
Pererintah Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Noror 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daenah 
Kabupaten Indramayu Nomor 11 'Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten 
Indramayu; 

30, Peraturan Daerah Kabupaten indramayu Noror 9 

Thun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perengkat Deerah Kabupaten Indramay; 

31. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Indramayu sebegaimane telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 41 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Indramayu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisesi 
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indramay; 



32. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 Tahun 2017 
tentang Sister Pengendalien Internal Pererinta.h di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten lndramayu; 

33. Peraturan Bupati Indramayu Noror 38.1 Tahun 2017 
tentang Pedoran Manajemen Resiko di Lingkungan 
Pererintah Kabupaten Indramayu; 

34. Peraturan Bupati Indramayu Noror 41 'Tahun 2019 
tetang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indrsmayu 

Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Inspektorat Kabupaten Indramayu; 

35. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.3 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penanganan Audit Investigatif atas 
Pelimpahan aporan/Pengaduan dari Aparat Pernega.k 
Hulcum Berta Masyaralcat di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Indrarayu; 

36. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 'Tahun 2021 
tentang Pedoman Urum Sister Penanganan 
Pengaduan (Whistle Blowing System] Tindak Pidana 

Korupei di Lingkungan Pererintah Kabupaten 
Indrarayu. 

MEMUTUSKAN : 

Meetaplan: PERAT'URAN BUPATT TENTANG PEDOMAN 
PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO DI 

KABUPATEN INDRAMAYU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Delam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengun : 
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu; 
2. Pemerintah Daera.h Kabupaten adalah Pererintah Kabupaten 

Indramayu; 
3, Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) menurut asas otonomi dan tgas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam eistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

4. Bupati adalah Bupati Indrarayu; 
5. Satuan Ker]a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah atuan Kerja Perangkaat Daerah di Lingkungan Pererintah 
Kabupaten Indramayu; 

6. Inapektorat adala.h Inspektorat Kabupaten Indramayu; 



7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indramay; 

8. Urusan pemerintahan adalah fungusi-fungi pererintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untulz mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalam rangka relindung, melayan, 
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakaat; 

9, Pengawasan adala.h pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, permantauan, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugs dan fungsi organisasi dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
dila.ksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 
efektif dean efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan 
tata kepemerintahan yang baik; 

0. Aparat Pengnwasen Intern Pemerintah (API adalah Instanai 
Pererintah yang mempuyai tugas dan fungi melakukan 
pengawassn, dan terdiri atas, Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjenj, lrspektorat 

Pererintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota; 
11. Pedoman pengawasan adalah lariteris atau ukuran mutu miniral 

untuk maelkula kesit"_?""ween yang watt dipedomaai oleh 
Aparat Pengawasan Intern Pererintah (APIP}; 

12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat 
PKPT adalah pedoran pelaksanaan pengawasan di Lingkungan 
Pemertntah Kabupate"""evu yang pelalanaannya ditakeuka 
oleh Inspektorat Kabupaten Indrarnayu dan penjabaran Rencana 
Ker]a Inspektorat Kabupaten Indramayu dengan memperhatikan 
kebijakan pengawasan esuai dengnn peraturan perundang 
undangan; 

13. iagam Audit Intern rerupakan dokumen formal yang menyatakcan 
tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh 
APIP yang dibuat dalam bentuk penegasan kornitmen dari para 
pemangku kepentingan (stakeholders} terhadap arti pentingnya 
fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemeritahan di 
lingkungan Pererintah Kabupaten Indramayu; 

14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, den evaluasi bukti 
yang dilakukan secare independen, obyektif dan profesional 
berdasarkan stander audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
lredibilitas, efeletifitns, efieienei, dean leandalan informaei 
pelaksanaan tugas dan fungi instansi pemerintah; 

15. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungai 
instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomni, efisienei, 
dan audit aspek efektifitas. 

16. Audit investigatif edala.h proses mencari, menemukan, dan 
menguumpulkan bukti secara sistematis yang bertufan 
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan 
pelakunya guns dilakukan tindakan hukum selanjutnya. 

17, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungiawa.b, dan wewenang uuntukc melakukan pengawasan intern 

pads instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di 



dalaya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh peja.bat 

yang berwenang 
18. Auditi/Obyek Pengawasan adalah orang/instansi pemerintah yang 

di~lakukan pengawasan oleh APIP. 
19. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah berbagai 

catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit yang 
dijalankan, pengujian yang akan dilakukan, informasi eerta 
kesimpulan yang dibuat berdasarkan haail auditnya. 

20. KKA perencanaan yaitu KKA pengumpulan informasl, KKA survei 
pendahluan, KKA evahasi SPIP dan KKA program audit. 

21. KKA pelaksanaan adalah KKA pengujian pengendalian, KKA 
pengujian subetansi, KKA pengembangan temuan dan KKA 
keoepalatan atau ketidaksepakatan temuan dan rekomendasi 

22. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti euatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan esuai 
dengan letentuan, standar, rencana atau norma yang telah 
ditetapkan; 

23. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur 
penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang 
harus menjadi dasar memadai bagi Inspcktorat untuk memberi 
keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada 
modifikaasi material yang harus dflakuken atas laporan keuangan 
agar laporan keuangan terebut disajikan berdasarkan Sister 
Pengendalian Intern (SP] yang memadaei dan scsuai dengan Stander 
Akuntansi Pererintahan (SAP]; 

24. Perantauan adala.h proses penilaian kerajuan suatu 
program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 

25. Evaluaai adalah rangkaian kegiatan membandingkan basil/prestasi 
euatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah 
ditetaplan, dan menentulan faktor-faktor yang mnempengaru.hi 

keberhasilan atau egagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; 
26. Kebijakan daerah adalah meliputi peraturan daerah, peraturan 

krpala daerah dan Keputusan Kepala Daerah; 
27. Pejabet Pergawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah 

selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungaional yang 
mempunyai ruang ingkuup, tugas, tanggungiewab, dan wewenang 
untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelengsaran telni 
urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduli oleh Pegawai 
Negeri Sipil; 

28. Prinsip-prinaip dasar untuk pedoman pengawasan adalah asumai 
asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secare umum dan 
persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan pedoran 

pengawaean yang bag] APIP berguna dalam mengembangkan 
simpulan atau opini atas pengawasan intern yang dilakukan, 
terutama dalarm hal tidak adanya pedoman pengawasan yang 
berkaitan dengan hal-hal yang tengah diawasi; 



29. Skeptismne profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang 
selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis 
bukti; 

30. Ria~lo adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian 
yang akan berdamnpel pada pencapaian tujuan, yang dikeur dari 
segi dampak dan kemungkinan; 

31. Risiko Bise adala.h risilo yang teraisa setelah manajeren mengambil 
tindakan untuk mengurangi dampa.k dan kemungkinan suat 
peristiwa yang merugikan; 

32. Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat risiko bahwa suatu 

organisasi bersedia menerimanya; 
33. Manajemen Risko adalah sebuah proses untuk mengidentifkasi, 

menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau aituas 
potensia] untuk memberikan keyakinan memadai tentang 
pencapaian tujuan organisasi. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNOSI 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi 
Auditor dan Pejabat P2UPD Inspektorat dalam relakukan 
pensawasean intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 

(2] Tufuan dieusunnya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. menetapkan prinsip-prinsip dasear yang merepresentasiken 

praktik-praktik pengawasan yang seharusnya; 
b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan den peningkcatan 

kegiatan pengawasan intern yang meriliki nilai tarbah; 
c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan; 
d. memperoepat perbaikan kegiatan operas! dan proses organiseasi; 

e. menilai, mengarahkan dan mendorong Auditor dan Pejabet P2UPD 
untuk mencapai tujuan pengawasan; 

f. menjadi pedoman dalam pekerjaan pengawasan; 

g. menjadi dasar penilaian keberhas~lan pekerjaan pengawasan. 
(3) Pedoman Pengawaan Intern Berbasis Kimiko berfungei sebagai 

ukuran mutu minimal begi Auditor dan Pejabat P2UPD dalam: 
a. pelakanaan tugas dan fungai yang dapeat merepresentailan 

praktik-praktik pengawasan yang seharusnya, menyediakan 
kerangke kerja pelakaanaan dan peningkatan kegiatan 
pengawasan yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar 
dasar pengukuran kinerja pengawasan; 

b. pelaksanaan koordinaal pengawasan oleh Inspektorat; 
c. pelalsanaan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat; dan 
d. penilaian efektifitas tindak lanjut haail pengawasan dan 

konsistensi penyajian laporan hasil pengawasan. 



BAB III 
RUANG LINGKUP PENGAWABAN 

(1) Pergawasan ataa penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: 
a. administrasi umum pemerintahan; dan 
b. urusan pemerintahan. 

(2] Pengawasan administrasi umum pemerita.han sebagaimane 
dimaksud pads ayat (I) huruf a dilakuken terhadap : 
a. kebijakan daerah; 
b. pengelolean umber daya manuaia; 
c. pengelolaan keuangan daerah dan dee; dan 
d. pengelolean barang daera.h dan kelaayaan milik daera.h. 

(3] Pengawasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf b dilakukan terhadap: 
a. uruean wajib; 
b. urusan pilihan; 
c. dana dekonsentraasi; dan 
d. tugas pembantuan. 

BAB IV 
PRINSIP-PRINSIP DASAR 

(1) Inspektorat wajib menyuaun rencana strategis Lima tahunan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan dart masyarakat. 
(3) Inspektorat wajib menyusun dan menyampalkan laporan secara 

berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan pengawasan yang 
dilaksanakan kepada Bupati. 

l) Inspektorat harus mengelola dan memantaatkan eumber daya yang 

dimiliki secara ekonomis, efleien dan efektif serta memprioritaskan 
alokasi eumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko 
besar, 

(2) Inspcktorat harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk 
mengarahkan kegia tan pengawasen. 

(3) Inspektorat harus melakukan koordinasi dan membagi informasi 
kepede auditor elsternal dan/atau auditor lainnya. 

(4) Inspektorat harus merancang, mengembangkan dean menjaga program 
pengembargan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek 
egiatan pengawasan intern. 

(5] Program pengerbangan dan penjaminan kualttas pelaksanaan 
pengawasan cbagirauna dimaloud pada ayat (4) mencakp: 



a. penilaian intern, yaitu pemantauan berkelanjutan atas kinerja 
kegiatan pengewasan intern dan pen~laian secara berkala dengan 
penilaian sendiri atau penilaian oleh orang lain dalarm AIP; dan 

b. penilaian ekstern, yaitu penilaian yang dilakukan melalui telaahan 
sejaewat (peer review) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
pedoran tersendiri yang ditetapkan oleh organisasi profeai. 

Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli apabila tidak mernpunyai 
keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugsen, 

(1 Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungiawab Inspektorat harus 
dinyatakan secara tertutis, disetujui dan ditandatangant oleh Bupat 
sebagai Piagar Audit (Audit Charter). 

(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (l] direviu 
secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi. 

BAB V 
STANDAR UMUM 

(1) Auditor dan Pejabat P2UPD harus mematuhi kode etik yang 
ditetapan 

(2 Auditor dan Pejabat P2UPD harus mengikuti pedoman pengawasan 
delam segala pekerjean pergawasan yang dianggap material. 

(3) Auditor dan Pejabat P2UPD harus secara terus-menerus 

meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi pengawasan. 

(I) Auditor dan Pejabat P2UPD harus bersifat independen dan obyektif 
dalam pelaksanaan tugesnya. 

(2) Auditor dan Pejabat P2UPD harus memiliki atkap yang netral dan 
tidak bias serta renghindari leomflk kepentingan dalam 
merencanakan, melalsanakan dan melaporkan pekerjaan yang 

dilakukannya. 
(3) Dalam hal independensi atau obyeltivitas Auditor/ Pejabat P2UPD 

terganggu, baik secara nyata maupun penamp~lean, maka gang8an 

tersebut harues dilaporkan kepada Pimpinan APIP. 



-------------------------------- - - -- . 

(I) Auditor dan Pejabat P2UPD harus mempunyai pengetahuan, 
keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperkan untuk 
melaksanakaan tanggungiawabnya. 

(2) Auditor dan Pejabat P2UPD harus merpunyai tingkat pendidikan 
formal sesuai dengan jenjang jabatan funguional Auditor dan Pejabat 
P2UPD. 

(3) Kompetensi teknis yang harus dimfliki oleh auditor adalah auditing, 
a.kuntansi, administrasi pererintahan dan korunikasi. 

(4) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh Pejabat P2UPD adalah 
auditing, administrasi pemerintahan, korunikasi. 

(5) Auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungaional Auditor 
(FA) dan mengikcuti pendidikan dan pelatthan proteaional 
berkelanjutan (continuing professional education. 

(6) Pejabat P2UPD harus mempunyai eertifikasi jabatan fungaional 
P2UPD dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profeeional 
berkelanjutan (continuing professional education). 

(I) Auditor dan Pejabat P2UPD harus menggunakan keahlian 
profesionalnyea dengan cermat dan seksere (due professional care] 
dan secara hati-hati (prudent dalam setiap penugasan. 

(2) Penggunaan keahllan profesional sebagaimans diraksud pada ayat 
(I) menelankan tanggungiawab setiap Auditor/ Pejabat P2UPD untuk 
memperhatikan stander pelaksanaan pengawasan serta 

mempertimbangkan pelakcsanaan pengawassn yang berbasis teknologi 
informasi dan telnik analisis data lainnya. 

(3) Keahlian profeaional sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakcukan 

pada berbagat aspek pelaksanaan pengawasan, diantaranya: 

a. formulasi tufuan penugasan pengawasan intern; 
b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko pengawassn 

intern; 
c. perilhan pengujian dan hasilnya; 
d. pemilihan jenis dan tingkoat sumber daya yang tersedia untuk 

mencaped tujuan penugasan pengawasen intern; 
e. penentun signifikan tidalnya riaiko yang diidentiftasi dalar 

pengawasan intern dan efiek/dampeaknya; 
f. pengumpulan dan pengujian bukti pengawasan intern; 
g. penentuan kompetensi, integritas dan keaimpulan yang diambil 

pihak lain yang berkaitan dengan penugasan pengawasan intern. 
(4) Penggunaan kea.hlian profesional menuntut Auditor/Pejabet P22UPD 

untuk melaksanakan skeptisme profesional. 
(5] Skeptisme profesional sebagaimana dimaksud pade ayat (4) harua 

digunalan pada pelaksanaan pengumpulan dan pengujian bukti 
eecara objektif yang menuntut Auditor/Pejabat P2UPD 
mempertimbangkan relevansi, kompetensi dan kecukupan bulei 
selama proses kegiatan pengawatan intern. 



BAB VI 
PERENCANAAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Standar Perencanaan Pengawasan 

(1) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (l) dituangkan dalam rencana pengawasan jangka menengah 

lira tahunan. 
(2) Rencana pengawasan scbegaimana dimaksud pade ayat (l) disusun 

dalam bentuk PKPT dengan berpedoman peda kebijakan pengawasan, 
(3) Penyueunan PKPT eebagaimana dimaksud pada ayat (l) didasarkan 

atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih 
dan pemeriksaan berulang-ulang serta efisiensi dan efeltifltas dalam 
penggunaan sumber daya pengawasan. 

(4] Penyusunan PKPT sebegairmana dimaksud pada ayat (2] disusun 
dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan 
selaras dengan tujuan organisasi. 

(5) PKPT sebagaimana dirakeud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(1) PPT eebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat () meliputt: 
a. rang lingkup; 

b. sasaran pemerilsaan; 
c. perangkat daerah yang diperiksa; 
d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan; 
e. jumla.h tenag; 

f. anggaran pemeriksean; dan 

g. laporan haail permeriksaan yang diterbitkan. 
(2] PKPT eebagaimaa dimaksud pada ayat (l) menggunakn format 

sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A dan huruf B. 

(l Inspektorat menetapkan besaran rieiko sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (4) untuk seluruh obyek pengawasan dan peta 
pengawasean. 

(2) Penetapan beearan rieiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dflakukan berdasarloan uneur-unsur risiko yang berkaitan, dengan 
meminta masukan dari obyekr pengawasan. 

(3) Penetapan besaran riaiko tiap obyek pengawasan dilakukan setahuun 
selali pads matt penyusunan rencane pengawasan tahunan, 

(4] Penyusunan peta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] 
meliputi obyek pengawasan, besaran ristko, jadwal operasional 
pelaksenaan pengawasen dan keterangan sasaran pengawasan. 



(5] Peta pengawasan Inspektorat menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam lampitran huruf C. 

(1) Dalar setiap penugasan pengawasan, Auditor dan Pejabat P2UPD 
harus menyusun program kerje Audit, berdasarkan PKT yang tclah 

ditetapkan 
(2) Terhadap program kerja audit sebagaimana dimaksud pads ayat (lJ 

dapat dilakukan evaluasi dan disempurnalan selama proses audit 
berlangsung, sesuai dengan perkermbangan hasil audit di lapengan. 

(3) Dalam merencaa_sin pengawan, Auditor an Pejabat 
P2UPD harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistemn 

pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan 
perundang-undangan, kecurangan den ketidakpatutan (abuse]. 

Begian Kedua 
Pengendalian Mutu Fenyusunan Rencana 

den Program Kerja Fengawasan 

Pengendalian mutu dilaksanalan terhadap penyusunan rencana dan 

program kerja pengawasan serta koordinasi dengan obyek pengawasan. 

Prosedur pengendalian mutu atas penyusunan rencane dan program 
kerja audit adalah scbagai ber~kut : 
a. Inspektur menunjuk tim yang akan melaksanakan fungai 

pengawasan, dengan berpedoman kepada PKPT; 
b. Ketua tim membuat dan melengkapi Kartu Perugasan yang terdiri 

atas rangkap 2 (dua), satu dimasukkan dalam Kertas Kerja 
Pengawasean dan satu copy disampaikan kepade Perbantu 
Penanggungiawab/ Pengendali Teknis; 

c. Ketua tim mengusulkan alokasi anggaran waktu pengawasan yang 
disedialen lepede tlap jenis kegiatan pengawamen; 

d. Pembantu Penanggunglawab/ Pengendai Teknis membertkan 
persetujuan atas alokasi anggaran waktu sebegairana dimakcsud 
dengan membubu.hlan tande tangan dalam formulir dan disimpan 
dalarm kertas kerja pengawasan agar dapat dipakai sebagai acuan dari 

pelaksenaan legiatan pengawasan; 
e. Tim melakukan analisis atas data obyek pengawasan, untuk 

elanjutnya menetapkan sasaran, ruang lingkup dan metodologi yang 
akan dipaloai; 

f. Tim melakukan analisis terhadap pengendalien intern obyck 
pengawasan dan kepatuhan obyek pengawassn terhadap peraturan 
perndangan erta kemunglian kecurangan yang dilakukan oleh 
obyek pengawasan; 



g. Tim menyusun rencana pergawatan dalamn bentuk Program Ker]a 
Pengawasan yang menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah 
yang akan ditempuh sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan, 
berdasarkan hasil analis; 

h. Pembantu Penanggungiawab/ Pengendali Telcnis mengiasi Form Check 

List Penyelesaian Perugasan Perencansan Pengawasan berdasarkan 
Program Kerja Pelakaanan Pengawasan, sebagai pengendalian atas 
pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengawasan pada tingkat tim. 

f. Program Kerja Fengawasan scbagaimana dimaksud pada hurufg, 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalarm lampiran huruf 
D. 

(I) Sebelum meleksanakan kegiatan pengawasan, Tim dapat 
berkoordinasi dengan pihak obyek pengawasan agar pelaksanaan 
pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

(2) Prosedur pelaknanaan loordinasi sebegaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah sebeagai berikut : 
a. ketug Tira merencanaloan koordinasi dengan obyek pengawasan 

setelah slesai merencanakan kegatan pengawasan pada tingknt 
tim; 

b. tim menyampaikan informasi yang berhubungan dengan obyek 
pengawasan, antara lain berupa; 
1) tujuan dan lingkup kerja kegiatan pengawasan yang 

direncanakan; 
2) waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan; 
3) Auditor dan Pejabat P2UPD yang akan ditugaskan; 
4) metode pengawasan; 
5) batasan waktu den tanggungiawab; 
6) permasalahan obyek pengawasan; 

7) prosedur pelaporan dan proses pengawasan tindak lanjut; 
c. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dituangkan kedalam 

Notulenasi Kesepakatan yang ditandatangani bereams antare tim 
dan auditi/obyek pengawassn. 

(3) Notulensi sebagaimana dimaksud pade ayat (2) huruf c, 
didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pengawasan scbagal panduan 
selama proses pengawasan berjalan. 

(4) Notulersi Keeepalctan sebagairana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
menggunakan format sebagaimana tercantumn dalam lamnpiran Huruf 
E. 

BAB VII 

PELAKSANAAN PENGAWASAN 
Bagian Keatu 

Standar Pela.ksanan Pergawasan 

Auditor dan Pejabat P2UPD melaksanakan pengawasan berpedoman pada 

PKPT. 



engawasan oleh Auditor dan Pejabat P2UPD ebagairana dimaksud 

dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan dan 

evaluasi eerta kegiatan pengawassn lain. 

Paragraf l 
Audit 

(I) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi : 
a. audit kinerja dan terfokus; dan 
b. audit dengan tujuan tertentu. 

(2) Kegiatan audit harus dapat mengevaluasi dan memberikan 
rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola 

sektor publik. 
(3) Kegiatan audit harus dapat mengevaluasi efektivitas dan 

berkontribusl terhadap perbaikan proses manajemen risiko melalui 
hasil pertimbangan (Judgement dari penilaian auditor, meliputi; 
a. tujuan auditi; 

b. riatko signifikan; 
c. tanggapan risiko yang tepat; dan 
d. informasi rleilo yang relevan. 

(#) Kegiatan audit harus dapat mengevaluasi potcnai terjadinya fraud den 
bagaimans auditi mengelola risiko fraud. 

(5) Kegiatan audit harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan 
dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi 
efektivitas dan efieiensi terta dengan mendorong perbaikan terus 
meneTu8. 

(I) Kegiatan reviu sebagaimana dimakcsud dalam Pase] 20 dilakcukan 
terhadap dokumen perencanaan, laporan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah dan laporan keuangan pemerintah daerah. 

(2) Kegiatan reviu cbegaimana dimaksud ayat (I) dilakukan terhadap 
laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan 
terbetas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun 
berdasarkan aistem pengendalian intern yang memadal dan disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi pererinta.han 
(3) Ruang lingkup reviu etas laporan keuangan pererintah deerah 

meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sister pengendallan 
intern dan keseeuaian dengan standar akuntansi permerinta.han. 

(4] Reviu ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 



(I] Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalarm 

Pasal 20 dilakukn terhadap administrasi umum pemerintahan, 
kelernbagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, 
rusan pemerintahan dan laporan akuntab~litas kinerja instanai 
pemerita.h. 

(2) Perantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis. 

(1) Selain kegiatan pengawaan sebagaimana dimaksud dalam Pase} 20 

Auditor dan Pejabat P2UPD dapat mnelakukan kegiatan pengawasan 
lainnya. 

(2] Ketentun lebih lanjut mengensi kegiatan pengawasan lainnya diatur 

dalam Peraturan Bu pati tersendiri. 

(1] Auditor dan Pejabat P2UPD harus mengumpulkan bukti yang cukup, 
kompeten dan releven serta menguji bukti untuk mendukung 
kesimpulan, temuan pengawasan dan rekomendasi heal pengawasan 

(2) Auditor dan Pejabat P2UPD harus mengembangkan temuan yang 
diperoleh selama pelaksanaan pengawasan. 

(3) Auditor dan Pejabat P2UPD harus menyiapkan dan menatausahakan 
dokumen pelaksanaan pengawasan dalam bentuk kertas kerja 

egiatan pengawasan. 
(4] Dokuren pengawasan harus disimnpan secare tertib dan sistematis 

agar dapat secara efelztif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis. 

Bagien Kedua 
Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pengawasan 

Pengendalian mutu pelaksanaan pengawasan dilaksanakan etas waktu, 
kesesuaian dengan program lerja pelakcsanaan pengawasan, temuan, 
dokumentasi hail kerja, kesesuaian dengan standar serta superviai 
kegiatan pelakcsansan pengawasan. 

(1) Pengendallan mutu pelaksanaan pengawasan atas wa.ktu 
sebagaimana dimakaud dalam Fetal 27 meliputi walctu dirulainya 

egiatan pengawasan sampai dengan seleeai kegiatan dimaksud. 
(2) Ketua dan anggota tim harus mengendalikan waktu penyeleaaian 

pelaksanan kegiatan penguwasan berdasarkan anggaran waktu 



dalam program kerje pelaksanaan pergawasan, yang dipen tau melahui 
laporan mingguan pelaksanaan tugas. 

(3) Laporan mingguan pelaksanaan tugas sebagaimana dirmaksud pada 
ayat (2) meliputi pengumpulan den pengujian bukti, analisa, evaluasi, 
konfirmasi dan prosedur kegiatan pengawasan 

(4) Laporan mingguan pelaksanaan tugas sebegaimana diraksud pada 
ayat (2), dengan format acbagaimana tercantum dalam lampiran 
Huruf I Peraturan Bupati ini. 

(1) Pengendalian mutu pelakssnaan pengawasan atas l esuaian 
program sebagaimana dimaksud dalam Paal 27 dapet dihihat dari 
kesesuaian kerja kegiatan pengawasen dengan program kerja 
pelalcsanaan pengawasan yang telah diperiksa dan disahkan. 

(2) Pemeriksaan dan pengesahan program kerja pelaksanaan pengawasen 
eebegaimana dimakceud pada ayat (1) diberikan sebelum audit 
dilaksanakan, sedangkan realisasi dan referensi diisi setelah audit 
dilaksanakan secara berta.hap. 

(3) Program kerja pelaksanaan pengawasan untuk mengisi realisasi 
sebegaimane sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format 
ebegaimana tercantum dalam lampiran huruf L Peraturan Bupati ini. 

(1] Pengendalian mutu pelaksanaan pengawasen atas temuan 
pengawasan sebegaimana dimnaksud dalam Pasal 27 meliputi kondisi, 
kriteria, sebab, akibat, tang#apan obyek pengawasan, tanggapan 

Auditor/ Pejabat P2UPD dan rekomendesi. 
(2) Ternuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui oleh 

Pembantu Penarggungiawab/ Pengendali Teknis dan dikomunikaeikan 
dengan pimpinan obyek pengawasan sebelum atau pada saat 
penyelesaian pengawasan di lapangan 

(3] Has~l dari pengomunikasian temuan terebut didokeurentasikan dan 
ditandatangani oleh Auditor/Pejabat P2UPD dan obyek pengawasan 
sebagai tandae kesepalatan atau ketidakcsepakatan terhadap teruan 
dan relomendasi yang diberikan. 

(4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beriei 
kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh obyek pengawasan atas 
rekomendasi yang diberikan oleh Auditor/Pejabat P2UPD paling lama 
60 (enam puuh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterims. 

(l) Pengendalian mutu pelakcsanaan audit atas dokumentasi sebagaimane 
dimaksud dalarm Pasal 27 meliputi perbuatan kertas kerje audit yang 
merupakan bu.kti audit/reviu/pemantauan/ evaluasi dan catatan 
lainnya, yang harus mendukung temuan dan kesirpulan 



Auditor/Pejabat p2UPD ates pekerjaan pengawasan yang 
dilaksenakannya. 

(2) Kertas kerja audit sebagaimena dimaksud pade ayat (1), ditelaah 
secara berjenjang sebagai berikut: 

e. ketua tim meneleah kertas kerja pengawsan yang dibuat oleh 
anggota tin; 

b. Pembantu Penanggungiawab/ Pengendali Teknis menelaah kertas 
kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua tim; dan 

c. Penanggungiawab/ pengendali mutu menelaah kertas kerja 
pengawasan yang dibuat oleh Pembantu Penanggungieawab/ 
Pengendali Telanis. 

(3] Standar format kertas kerja kegiatan audit memuat kertas kerja 
perencanaan, pelaksanaan dan konsep laporan hasil pengawasan 

(4) KKA pokok harus mermuat : 
&. KKA pelaksanaan audit; 
b. Konsep laporan hasil audit fial. 

(5) Kertas Kerja Reviu pokok harus memuat: 
a. Kertas Kerja Reviu perencanaan; 
b. Kertas Kerja Reviu pelaksanaan; 
c. Konsep laporan hail reviu. 

(6] Kertas Kerja Perantauan pokok harus memuat: 
a. Kertas kerja perencanaan perantauan; 
b. Kertas kerja pelaksanaan pemantauan; 
c. Konsep laporan hsail permantauan 

(7) Kertas Kerja Evaluasi pokok harus memuat: 
a. Kertas Kerja Evahuasi perencanaan evaluasi; 
b, Kertas Kerja Evaluasi pelaksanaan evaluasi; 
c. Konsep laporan hasil evaluasi. 

(I) Pengendahian mutu pelaksanaan pcngawasan scbegaimena dimaksud 
dalam Pasal 27 bertujuan untuuk memastikan tercapainya sasaran, 
terjarinnya kualitas dan meningkatnya kemampuan Auditor dan 
Pejabat P2UPD 

(2) Supervisi harus diarahkan baik pada substansi maupun metodologi 
kegla tan pengwaSan dengan tu/uan untu.k mengcta.hui; 
a. pemahaman anggota tim atas rencane pengawasan; 
b, kescsuaian pelaksanaan pengawasan dengan tandar 

pengawanan; 
e. kelengkapan bukti yang terdapat dalamn kertas kerja pengawasan 

untuk mendukung kesimpulan dan rekomendaal esued dengan 
jenis pengawasan; 

d. eengkapan dan alumai 1er""""wen, terutama pad 
kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan jenis kegiatan 

pengawasan. 

(3) Semua pekerjaan anggota tim harus direviu oleh ketua tim, semua 
pekerjaan ketua tim harus direviu oleh Pembantu Penanggungiawab/ 
Pengenda.i Teknis sebelurm laporan hasil pengawnsan dibuat. 



(4) Reviu ebagaimana dimaksud pads ayat (3] dilakukan secara periodik 
agar menjamin bahwe perkembangan pelakeanaan kegiatan 

pengawasan masih efisien, efektif, mendalam, obyektif dan sesuai 
dengan ketentuan. 

(1) Supervia! oleh Ketua Tim terhadap anggota tim dilakukan sebagai 
berikut: 

• secara langsung pada setiap kesempatan selama pelaksanaan 
pengawasan berlangeung maupun secara tidak langsung; 

b, melakukan reviu ates kertas kerje pengawasan yang dibuat oleh 
anggota tim; dan 

c. mencatat has~l supervisi kedalam Lembar Reviu Superviei Ketua 
Tm. 

(2) Supervisi oleh Perbantu Penanggungiawab/Pengendali 'Teknis 
terhadap anggot tim diakukan scbegai berikut: 
a. mendatangi tim yang sedang melaksanakan kegiatan pengawasan 

yang mererhukan keputsan dari Pembantu Penanggungiawab/ 
Pengendal Telanis, secara berkala; 

b. melakeukan reviu atas kertas kerje pengawasan yang dibuat oleh 
ketua tim; dan 

c. mencntat haail supervisi kedalam Lembar Reviu Supervisi 
Perbantu Penanggungiewab/ Pengendali Teknis. 

(3] Supervisi oleh Penanggungiawab/ Pengendal Mutu terhadap seluruh 
tim dan pembantu penanggungiawab/ pengendali teknis dilakukan 
sebegai berilaut: 
a. melakukan pengawasan terhadap serua tim pengawasen dan 

Pembantu Penanggungiawab/Pengendali Telcnis atas pelaksanaan 
pengawasan; 

b. melakuknn reviu Jangsung dengan Penanggungiawab/Pengendeli 
Telcnis dan ketua tirm dalam suatu rapat reviu; 

c. mencatat has~l supervisi kedalam Lembar Reviu Supervisi 
Penanggungiawab/Pengendali Mutu 

(4) formulir lembar reviu superviai sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dengan format 
sebegaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Dupati ini. 



-- 

BAB VIII 

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Standar Pelaporan Haail Pengawaaan 

Paragraf I 
Laporan Has~l Audit 

(I) Audit yang dilaksanakan Auditor dan Pejabat P2UPD dituangkan 
dalam bentu.k Laporan Hasil Audit. 

(2) Laporan Hasil Audit sebegairmana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
secare tertulie sesuai dengan penugasan, segere setelah selesai 
melakuken audit, dalam bentuk dan iei yang dapat dimengerti oleh 
auditi dan pihak lain yang terkait. 

(3) Auditor/ Pejabat P2UPD harus melaporkan adanya kelemahan atas 
sistem pengendalian intern auditi, ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpeatutan 

(abuse) euditi. 

(4) Laporan hasail audit harus tepat waktu, lenglap, akurat, obyektif, 
meyakinkaan serta jelas, 

(5) Auditor/Pejabat P2UPD harus meminta tanggapan/ pendapat terhadap 
kesimpulan, teruandan rekomendaai termasuk tindakan perbalan 
yang direncanakan oleh auditi, scare tertuhis dart pejabat auditi yang 

bertanggungiawab. 
(6) Laporan haail audit disarpaikan kepada Bupati dan auditi/obyek 

pengawasan. 

(7) Sistematika laporan haail audit ebagaimana dimaksud pads ayat (I) 
tercantu dalarm lampiran huruf M Peraturan Bupati ini, 

Paragraf 2 

Laporan Hasil Review 

(1) Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dileksanakan 

oleh Auditor dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu. 
(2) Laporan Hasil Reviu sebegaimana dimaksud pads ayat (1) disajikan 

dalam bentuk surat yang memuat pernyataan telah direviu. 

(3) Laporan Hasil Revlu sebagaimanae diraksud pada ayat (2) 

disampaikan kepads Bupati dalam rangka penandatanganan 
pernyataan tanggungiawa.b. 

(4) Pernyataan telah direviu merupakan sala.h satu dolumen pendukung 
untuk penandatanganan pernyataan tanggungiawab oleh Bupati. 

(5) Laporan keuangan permerintah daerah yang disarmpaikan kepada 
Badan Pemeriksea Keuangan dlarapiri dengan pernyataan 
tanggungjawab dan pernyataan telah direvhu. 



(6) Sistematka Laporan Has~l Reviu sebagaimana dimaksud pade ayat (1) 
tercantum dalam larpiran huruf O Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 

(1) Perantauan den evaluasi yang dilaksanakan Auditor dan pejabat 

P2UPD dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Evaluaei. 
(2) Laporan Haail Monitoring dan Evaluasi dibuat eocara tertulis esuai 

dengan penugasan, segera setelah eelesai melakukan pemantauan 
dan evaheasi, dalam bentuk dan isi yang dapet direngerti oleh auditi 
dan pihak lain yang terkait. 

(3) Laporan Haail Monitoring dan Evaluasi harus tepat waktu, lengkcap, 
akurat, obyektif, meyakinkan serta jelas dan eeringkas mungkin. 

(4) Auditor/Pejabat P2UPD harus meminta tanggapen/ pendapat terhadap 
kesimpulan, temuan dan rekornendasi termasuk tindalan perbaikan 
yang direncanakan oleh auditi, secara tertulis dari pejabat auditi yang 
bertanggunglewab. 

(5) Laporan Has~l Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Bupati 
dan auditi 

(6) Sistimatika Laporn Haasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimans 
diraksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf P Peraturan 
Bupati ind. 

Begian Kedua 
Pengendalian Mutu Pelaporan Haail Pengawasan 

Pengendalian mutu pelaporan hasil pengawasan dilalsanakan atas 
penyusunan konesep laporan serta finalisasi dan distribuai lapore.n. 

(I) Pengendalien atas penyusunan konsep laponan haail pengawasan 
dilakculoan dengan melaniame scbagai berikut: 
a. konsep laporan hasil pengawasan disusun tim berdasarkan hasil 

pengawasan yang didokumentasfkan dalam kertas kerja dan 
temuan audit/reviu/pemantauan/evahasi yang telah 
dikomunikaslkan dengan obyek pengawasan; 

b. tim menyiapkan form kendali Konsep Laporan dan rengisi data 
awal berupa obyek pengawasan dean tim audit/reviu/ 
pemantauan/evaluasi dan form reviu konsep laporan, untuk 
Pembantu Penangungiawab/Pengendeli Telenis den 
Penanggungiawab/ Pengendali Mutu; 



c. konsep laporan, form kendeli konsep laporan dan form reviu 

konsep laporan dis er a.hkan  oleh  ketua  tim  kepada  Pembantu 
penanggungiawab/ Pengendali Tekcnis untuk direviu; 

d. dalam hal Pembantu Penanggungiawab/Pengendali 'Teknis 

menemulan adanya permasalahan atau pertanyaan dalarm Konsep 
laporan, Pembantu Penanggunglawab/Pengendalj Teknis 
menuiskan perrasalahan atau pertanyaan tersebut dalam form 
reviu konsep laporan; 

e. permasalahan atau pertanyaan terse but harus ditindaklanjuti oleh 
ketua tim dan menuliakan tindak lanjut terscbut dalm formulir 
reviu konsep laporan; 

f. jika Penanggungiawab/Pengendali Mutu telah merase puas 
dengan koneep laporan basil pengawasan, maka konsep laporan 
haail pengawassn beserta formulir kendah konsep laponan 
diserahkan kepada tim untuk difinalisasi dan didokurentasikan 
dalam kertas kerja pengawasan 

(2 Formulir yang digunakan untuk pengendalian etas penyusunan 
konsep laporan hail pengawasan meliputi: 
a. formulir pengendelian penyusunan laporan; 
b. formuir reviu konsep laporan oleh Pembantu 

Penanggungiawab/Pengendali Teknis dan Penanggungiawab/ 
Pengendali Mutu. 

(3) Formulir sebagairana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf Q Peraturan Bupati 

ini. 

(I) Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan adalah sebagai 

berikut: 
1. konsep laporan haail pengawasan yang telah disetujui oleh 

Penanggungiawab/ Pengendali Mutu kermudin difialkan olch tim 
audit/reviu/ pemantavan/evaluesi; 

2, laporan hasil pengawasan final diserahlan oleh tim kepada ketua 
tim untuk dikoreksi menggunakan formulir check list finalisasi 
laporan; 

3. laporan hastl pengawasan final, formulir check list finalisasi 
laporan, diserahkan kepeda Pembantu Penanggungiawab/ 
Pengendali Teknis untuk direviu; 

4. laporan basil pengawasan final, formulir check list finalisasi 
laporan, yang telah direviu oleh Pembeantu Penanggungiawab/ 
Pengendali Telanis kerudian diserahkan kepada Penanggungiawab 
'Pengendali Mutu untukditandetangani; 

5. laporan hasil pengawasan final yang telah ditandatangani oleh 
Penanggungiawab/ Pengendali Mutu, formulir check list Finalisaasi 

Laporan diserahkan ke Tim; 

6. tim merbuat Surat Pengantar kemudian menyerahkan laporan 
hasil pengawasan final, formulir check list finalisasi laporan serta 
surat pergantar kepada Selretaris lnpektorat; 



7, laporan hasl pengawasan final, formulir check list finalisasi 
laporan beserta eurat pengantar yang telah ditandatangi oleh 
Selretaris Inspektorat diera.hkan ke tin; 

8. tim menyerahkan laporan has~l pengawasan final serta surat 

pengantar kepada fungi yang memperbanya.k dan menjilid 
laporan; 

9. laporan hasil pengawasan final, beserta surat pengantar yang 
telah diperbenyak dan dij~lid diserakan kepada fungai yang 
mendistribusikan laporan hesil pengawasan, kerudian 
didistribuskan lepada Bupeti dan auditi. 

(2) Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas finalisasi dan 
pendistibusian laporan adalah formulir check list penyeleeaian 
laporan, sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf R Peraturan 

Bupati ini. 

BAB IX 

TINDAK LANJUT HASIL PENOAWASAN 

Bagien Kesatu 
Standar Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

(1) Hail pengawassn Auditor/Pejabat PUPD scbagaimana Pasa] 35 
ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/obyek pengwasen sesuai 
dengan rekomendasi. 

(2) Bupati bertanggungiawab mengoordinasikan pelakanaan tindak 
lanjut hasl pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 

(3) Perangkat Daerah/Obyekr Pengawasan yang tidak menindaklanjuti 
rekomendasi Auditor/Pejabat P2UPD sebagaimans dimaksud pada 
ayat (l] dapat dikenakan sanksi sesusi dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Inspektur melakukan pemantaan dan permutakhiran atas 
pelaksanaan tinda.k lanjut haail pengawasa. 

(5) Haail pemantausn dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati. 

(6) Permutakhiran hasl pengawaaen APIP dilakculean paling sedilit 2 (dua) 
ka.hi dalam setahun. 

(l) Auditor/Pejabat P2UPD /Pejabat yang melaksanakan Fungsi Pelaporan 
dan Tindak Lanjut harus mengomunilkasikan kepada auditi/obyek 
pengawasan bahwa tanggungiawa.b untuk menyelex kan atau 
menindaklanjuti temuan has~l pengawasan dan rekomendasi berada 
pada suditi/obyek pengawasan. 



(2) Auditor/Pejabat P2UPD / Pejabat yang melaksanakan Fungsi Pelaporan 
dan Tindak Lanjut harus memantau dan mendorong tindak lanjut 
atas temuan beserta rekomendasi. 

(3) Auditor/Pejabat P2UPD/ Pejabat yang melaksanakan Fungi Pelaporan 
dan Tindak Lanjut harus melaporkan status temuan beserta 
rekomendasi hasil pengawasan eebelumnya yang belurm 
ditindaklanjuti. 

(4) Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindekan ketidakpatu.han 
terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan, Auditor 
dapat membantu aparat penegak hukum terkait upaya tindak lanjut 
temuan seuai dengan permintaan aparat penegak hukunm 

Bagian Kedua 
Pengendalian Mutu Tindak Lanjut Hasil Pengawanan 

Pengendalian rutu tindak lanjut haail pengawasan dilaksanakaan atas 

kewajiban melaksanakan tindak lanjut dan prosedur pelaksanaan 
pemantauan tindak lanjut. 

Pengendalien atas kewajiban melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai 

berikaut: 
a. pimpinan Peranglnt Daerah/pimpinan obyek pengawasan wajib 

melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasen; 
b. AIP berkewajiban untuk memanta pelaksanaan tindak lanjut haail 

pengawasan untuk menjamin keefektifan pelaksanaan pengawasan; 
c. AIP harus mermasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam 

rencana strategis meupun tahunan; 
d. setiap pelaksanaan audit ulangan atas euatu auditi, auditor harus 

relihat apakah rekomendasi dari laporan hasil audit terdahulu telah 
ditindaklenjuti; 

e. APIP harus membuat proeedur pemantauan pelakcsanaan tindak 
lanjut yang didasarkan pada tingkat keaulitan, ketepatan waktu, 
pertimbangan risiko dan kerugian. 

(1] Prosedur pelaksanaan permantauan tindak lanjut sebegai berikcut: 
a. berdasarkan laporan haail pengawasan, tim memnbuat formulir 

penyampadan rencana aksi tindak lanjut yang dlserahkan ke unit 
yang melaksanakan fungsi pelaporan dan tindak lanjut untuk 
diinput ke dalam dafar temun APIP; 

b. fungsi pelaporan dan tindak lanjut melakrukan verifikasi atas 
laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi/obyek 
pengawasan dan blla dianggap perlu, tim pemantau dapat 



melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang d~lakulan oleh 
auditi /obyek pengawasan; 

c, untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau 
melaporcan kepada Inspektur termasuk risiko yang masih ada; 

d. berdasarkan laporan tersebut, Inspektur menyampaikan surat 
epada auditi/obyek pengawasan untuk melakukan tindaloan 
tambahan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap dan etektif; 

e. tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi/obyek pengawasan 
dicatat dalam daftar temuan hasil pengawasan APIP, jika tindak 
lanjut dinyatakan tela.h selesai dan scsuai, maka pade kolomn 
keterangan dicantumkan lalirat udah selesai (tuntas}, sudah 
dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakcukan 

tindak lanjut; 
f. apabila batas waktu penyelesaian tindekr lanjut terlempeui, APIP 

menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada 
pirpinan auditi/obyek pengawasan atas rekomendasi yang belum 
ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang; 

g. jila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertame tindak 
lanjut belum dilakukan auditi/obyek pengawasan, make APIP 

menerbitkan surat peringa tan kedus; 
h. jika dalam satu bulan setelah surat peringntan kedua terbit tindak 

lajut tidak juga dilakukan, maka tin pemantau membuat surat 
pemberitahuan kepads Bupati; 

i. tim perantau tinda.k lanjut melakukan pemutakhiran tindak 
lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak 
lanjut yang maath kzurang, dllakxukan paling kurang dua kali 
dalam eetahun dan dituangloan dalam sebuah berita acara yang 
ditandatangani pimpinan auditi/obyek pengawasan dan tim 

pemantau tindak lanjut. 
(2) Formulir rencana aksi tindak lanjut teruan pengawasan dibuat oleh 

ketua tim untuk unit yang akan melaksanakan fungi administrasi 
pelaporan dan tindak lanjut. 

(3) Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakcan oleh auditi/obyek 
pengawasan harus dilaporkan melalui formulir laporan tindak lanjut 
temuan pengawasan. 

(4) Formulir laporan pemantauan tindak lanjut temuan pengawasan 
harus diisi dan disampalkan olch tim pemantau tindak lanjut atas 
hail perantauan yang telah dilakukannye. 

(5] Pemutakhiran atas status temuan yang belum ditindaklanjuti oleh 
audii/obyek pengawasan dituanglan dalam sebuah Berita Acara 
Perutakhiran Data. 

(6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3] dan ayat (4) 
serta format Berita Acara scbagaimana dimaksud pada ayat [6), 
eebagaimana tercantum dalam lampiran huruf S Peraturan Bupati ini. 



BAB X 
PEMBIAYAAN 

Pasal 44 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Indramayu. 

BAD XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 45 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Indramayu 

Ditetapkan di Indramayu 
Pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI INDRAMAYU, 

NINA AGUSTINA 

Diundangkan di Indramayu 
Pada tanggal31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

Ca"/Tti 

RINTO WALUYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
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PETUNJUK PENGISIAN 

a. Kolom Hasil pemeriksaan diisi dengan nama instansi pemeriksa. 

b. Kolom sampai dengan diisi dengan saat pemutakhiran data. 
c. Kolom instansi diisi dengan nama obyek pengawasan. 
d. Kolom hari dan tanggal diisi sesuai dengan saat pemutakhiran data. 

e Kolom personal yang hadir diisi sesuai dengan yang hadir 

f. Kolom I diisi dengan nomor urut. 
g. Kolom 2 diisi dengan nomor dan tanggal LHP. 
h. Kolom 3 dan 4 diisi data jumlah temuan dan nilai sebelum 
i. dan 6 diisi data jumlah temuan dan nilai saat tindak lanjut 

pemutakhiran. 
J- Kolom 5. 

k. Kolom 7 dan 8 diisi data jumlah temuan dan nilai setelah 

pemutakhiran. 
I. Kolom pimpinan obyek pengawasan dan Inspektur diisi dengan 

nama dan tanda tangan 
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LAMIRAN PERATURAN BUPATT INDRAMAYU 

NOOR ni8 TAO 202 

TANOOAL JI De@bet 2021 

TENT'ANG ; PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS 

RISIKO DI KABUPAT'EN INDRAMAYU 

A. RENCANA PENGAWASAN JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 

REC.ANA PENGAWASA JAG.A MNENGA 6 TAEIUNAN 
( TAU 20.. .d. TAHU 20..) 

Obye 
Tangs! Peke Jends Tabun 

No 
Pegawaan 

LIIP Rls~lo Pengawen Pengaween 
XI x2 X3 X4 XS 

Terakhir [ntern Intern 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

2 

3 

4 

t 

PETUNJUK PENOISIAN : 

a. Kolom 1 diisi dengan noror urut. 
b, Kolom 2 diisi dengun nama obyek pengawasan (instansi, kegiatan, 

program dll). 
e. Kolom 3 diisi dengan tanggal diterbitkannya LHP terakhir dari obyek 

pengawasan yang bersangkutan. 
d. Kolom 4 diisi dengan peringkat riaiko yang telah diukur sebelurnya 

dari peta pengawasan. 

e. Kolom S dllsi dengan data seberapa sering obyek pengawasan alan 
d~lakukan audit. Misalnya 0,5 tahun selkali, 1 tahun selkcali, 2 tahun 
ekahidean seterusnya tergantung dari besaran ukuran risiko obyek. 

f. Kolom 6 diisi dengan jenis pengawasan ape yang akan dilakukan 

audit/reviu/ pemantauan evaluaai. 
g. Kolom 7 diisi dengan tanda tertentu pada tahun berape akan 

dilakukan audit/revlu/pemantauan evaluasi. 



B. SISTEMATIKA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT 

PROGRAM IR.JA PENGAWASAN TATONA (PIPT) 

DAPERTORAT EABOP ATEN DNDRAMAYU 

TAHU 20 

1, SK Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
(PKPT) 

2. Lampiran I. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT : 

a. Pendahuhuan 
b. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan 
c. Ruang Lingkup Pengawasan 
d. Sasaran Pengawasan 
e. Obyek Pengawan 

f. Personil Dan Dana Penunjang 

3. Penutup 
4, Lampiran II. Ringlasan Jadwal Pelaksanaan Pengawasan 
5. Lampiran III. Rincian Jadwal Pelaksanaan Pengawasen 

6. Lampiran IV. Peta Pengawa.an 
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D. KARTU PENUGASAN 

KARTU PEUGAAN 

Nomor: .••••••••••••• 

I. a. Nara Obyek Pengawasan 
b. Noror Rile Permanen 
c. Noror Rencana audit/reviu/ 

perantaan/ evaluasi 
d. Audit/reviu/ pemantauan/evaluasi ; 

terakhir 

2, Alamat dan Nomor Telepon ; 

3. 'Tingkat Risiko Unit/Altivitas 

4. Tujuan audit/revu/pemantauan/ evaluasi 

5. a. Nara Ketua Tim 
b. Nama Anggota Tira 

6. a. Nomor Surat Tugas Audit/revlu/ 
pemantauan/ evahuas 

b. 'Tfanggal mulai dan seleseal Audit/ 
revlu/ pemantauan/ evaluasi yang 
direncane.kan 

7. Angaran yang diajukan 

8. Anggen yang disetujui 

9.Catatan penting dart  Pengendahi Teknis/ 
Pengendali Mutu 

• • 

• • 

·············• 20.. 

Ketua Thm Pengendali Teknis, 

( ) ( ) 



PETUNJUK PENGISIAN : 

a. Kolom nomor diisi decngan nomor urut kartu penugacan 
b. Kolom nama auditi diisi dengan nama auditi yang akan diaudit. 
c. Kolom nomor file permanen diiai dengan nomor urut file permanen 

auditi. 

d. Kolom nomor rencana audit diisi dengan noror rencana audit 
tersebut. 

e. Kolor audit terakhir diisi dengan tahun terakhir dilakukannya audit. 
f. Kolor alamat dan nomor telepon diisi dengan alamat dan nomor 

telepon auditi. 
g. Kolom tingkat risilko diisi dengan hasil perhitungan risilo auditi 

tersebut. 
h. Kolom nama ketua tim dan anggota tim diisi dengan mama ketua den 

anggota yang bertugas. 
i. Kolor nomor surat tugas diisi dengan nomor surat tugas audit 

terebut 
j. Kolom targgal mulai dan selesainya audit 
k. Kolor anggaran yang diusulkan diisi dengan jumlah anggaran yang 

diueulkan 
1. Kolom anggaran yang disetujui diisi dengan jumlah anggaran yang 

disetujut. 
m. Kolom catatan penting dlisi dengan catatan yang diberikan oleh 

pengendai teknis atau pengendali mutu yang bersangkutan. 
n, Kolom tanggal diisi dengan tempat dan tanggal penuliean kartu 

penugasen 
o. Kolor tanda tangan ketua tim dan pengendali telnis. 



E. NOTULENSI KESEPAKATAN 

NOT'ULENST EK! SEP AKATA 

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara tirm audit/reviuf 
perantauan/evaluasi dengan obyek pengawa8an .......roe·+..-..... pad8' 

Hari 

Tanggnl 

Waktu 

..............•••............ 

• 

····························· 
........••••..........•..•••• 

Dihadiri oleh: 

Obyek Pengawasan ; Tim Auditor/Pejebat P2UPD: 

1. . .. ..... .. 1. .......... 

2. ...... .... 2. . ......... 

3. .......... 
3. ........ .. 

[Dea es ee ierair 
1. Tujuan audit/reviu/pemantaan/evaluasi: 

································································ 
Prosedur audit/reviu/pemantauan/evaluasi yang akan dilaksanakan 
adalah eebagai _berikqt; 
2. Waktu pelaksanaan audit/reviu/ pemantauan/evaluasi 

• Survei pendahuluan 
. ···················································· 

• Pelaksansan audit/reviu/ pemantauan/evaluasi : 
····················· 

······························· 
• Penyelesaian laponan : 

···························································· 
.............................................................. 

3. Tim audit/reviu/ pemantauan/evaluasi yang akan ditugskan: 

• Pengendali Mutu/Penanggungiawab : 

····················································· 

• Pengendali Tekais/Pembantu Penanggungiawab : 

...........••••••••••................•••••••••••••... 

• Ketua Timn : ..................................................... 

• Angota ; 
····················································· 

• Anggota . ····················································· 

• • 

. ····················································· 
4, Dalamn pelasanaan survei dan audit/reviu/ pemantauan/evaluasi, 

yang akan menjadi narahu bung dqlah....-..»o+++++++++ telepon 

························ 
urvel pendahuluan akan dilakukan oleh tim 

auditor/P2UPD eperti audit biass, narun tidak mendalar dan 

tidak rici. pelaksenaan audit/reviu/ pemantauan /evaluaad a.kan 
dilakukan terhadap area yang telah difokuskan berdasarkan hasil 

eurvei «dehuluan. 
5. 

························································ 
6. Prosedur pelaporan dan tindak lanjut akan mengacu pada Pedoman 

wag8an Intern dan tindakan korekaiterhadan rekomendasi 



temuan audit/reviu/pemantauan/evaluasi paling lamnbat akan 
dilakukan dalarm waktu 60 hari setelah tanggal keepakcatan 

. kan. 

nae =Ea.szz evaluasi pleh pts Kabu 

···························"· 20 .• 

Perwakilan Obyek Pengawasan 

( ............••••••.••.................• ) 

Perwakilan auditor/P2UPD 

( ) 

PE'TUJOK PENOTLAN : 

a. Kolom obyek pengawasan diisi dengan nama obyek pengawasan yang 
diaudit/reviu/ pemantauan/ evaluasi 

b. Kolom hari, tanggal dan waktu diisi sesuai dengan eaat dilakukannnya 
rapat kesepakatan 

c. Kolom tim obyek pengawasan diisi dengan name tim yang mermbuat 
kesepakatan 

d. Kolom tim auditor/P2UPD diisi dengan narna auditor/ pejabat P2UPD 
yang bertugas. 

e. Nomor 1, tujuan audit/reviu/pemantauan/evaluasi diisi dengan 
tujuan utama dan prosedur diisi dengan prosedur prosedur pokok 
yang akan dilaksanakan 

f. Noror 2, diisi dengan tanggal mulai sampai dengan tanggal eelesai 
g. Nomor 3, diiai dengan nama pengendali mutu, pengendali telanis, 

ketua tim dan anggota tim 

h. Nomor 4, diisi dengan name pejabat/ petugas obyek pengawasan yang 
alnn menjadi kontak person bagi para auditor/ pejabat P2UPD 

i, Nomor 5, dfiat untuk hat lain yang perlu diungkapkan lagi 
j. Kolom tempat den waktu diied euoi dengan tempt dan wa.tu 

dibuatnya lesepalatan 
k. Kolom tande tangan diiai dengan tanda tangan pcrwakilan obyel 

pengawasan den auditor/pejabat P2UPD 



F. ALOKASI ANOGARAN WAKTU 

ALOHAS AGGARAN WAH'TU 
(hanya jam-jam efektift 

Nara Obryek 
' 

ta.ea.ran ; 

Pengawasan Pengawassn 

Jenis Pengawassn : DisetuJui oleh 
' Disueun oleh : 

Jenis Pekerjaan yang harus 
Ketua 

Ang#a.ran Anggaan 
6 Tanggal 

eilalele4en 
Anggota Tim 

Wakrtu Biaya 

1 2 3 4 5 

' uses.ur viii 
PALAAN': 

• Perbicaraan pendahu huan 
(koordinasi) 

• Survei pendahuluan 
(pengendallan internal, data 

permanen dlsb) 

• Penyusuen Program Audit 

LASANAAN AUDI 
Pengujian den evaluasi 

Pengendallan ranajemen 

• Analisis prosedur yang 
mengandung kelemahar 

• Analisis data operasi/ legiatan 
organises 

• Pengufian dan evaluasi operaal 
/kegiatan organisesi 

• Menyusun daftar teroan 
• Mengembangken tenuan 
• Mengoriliken tcruan 

interim 

• Membicarakan tindakan 
lorelsi etas temuan 

ENTELEEALA KER.JAAN; 

• Menelti kelengkapen KKA 

Pembahasan Ketua To, 

Pengenda] Tel-his, dan 

Pengendali Mutu 
e Mengorieaile tem uan 

• Penyusunan lapore 
• Ha-hal lain 

Jumlah yang dianggarlan 



PETUNJUK PENGISIAN : 

a, Kolom nama obyek pengawanan diisi dengan nama obyek pengawasan 

yang diperiksa. 
b. Kolom disusun oleh diisi dengan jenis pengawasan audit/reviu/ 

pemantauan/ evaluasi. 
c. Kolom disusun oleh diisi dengan nama penyusun alokasi anggaran 

waktu pengawasan. 
d. Kolom aaran pengawasan diisi dengan sasaran audit/reviuf 

pemantauan /evaluasi yang telah ditetapkan. 

e. Kolom disetujui diisi dengan peretujuan yang diberikan oleh 
pengendali telcnis/pengendali mutu. 

f. Kolom 1 diisi dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam 
pelaksanean butir-butir terebut dapat dikerbangkan sesuad kondisl. 

g. Kolom 2 diisi dengan nama ketua tim dan anggota tirm yang 
ditgaakan 

h. Kolom 3 diisi dengan tanggal pelaksanaan pekerjaan. 
i. Kolor 4 dilsi dengan perkiraaan waktu yang a.kan dipakai untuk 

melakukan perkerjaan terse but. 
j. Kolom 5 diisi dengan perkireaan biaya yang alcun dipakai untuk 

melakrukan perkerjaan tersebut. 
k. Kolom jumlah diisl dengan jumlah jam yang dianggarkan dan jumlah 

biaya yang dianggarkan. 



G. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PENGAWASAN 

PROGRAM ER.IA FNGAW.ARA 

Unit organisesi/ Program/Kegiatan ; ......................................................... 

Jenis Pergawassn : ......................................................... 

Tahun : ......................................................... 

DHlerjakan oleh : ......................................................... 

Prosedur/ ururan 
Nana Anggaran 

ampel/ metode 
No Tujuan per~than sampel 

Auditor/ waltu Realleasi No. 

Pejabat penyelesalan Waltu KKA 
den waktu 

P2UPD 

1 2 3 4 s 6 7 

1 
2 
3 
4 

PETUNJUK PENOISIAN : 

a. Kolor unit organisasi, program, kegiatan diisi dengan nama unit yang 
bersangkutan. 

b. Kolom jeris pengawasan diisi dengan kegiatan audit/reviu/ 
pemantauan/evaluasi. 

c. Kolom tahun diisi dengan tahun audit/reviu/pemantauan/ evaluasi 
terse but, 

d. Kolom dikerjakan oleh diisi dengan nama penyusun program audit 
terebut. 

e. Kolom I difsi dengan nomor urut. 
f. Kolom 2 diiai dengan tujuan audit/reviu/ pemantauan/evaluasi yang 

hendak dicapai. 
g. Kolom 3 diisi dengan prosedur, ukuran sampel, metode dan waktu 

yang akan dipakai 
h. Kolom 4 diiei dengan anggaran waktu yang diperlukan. 
i. Kolom 5 diisi dengan nama auditor/Pejabet Pa2UPD yang Derga. 

j. Kolor 6 diisi dengn realleeuni walctu yang dipalai untuk 

melaksanakan kolom 3. 
k. Kolom 7 diisi dengan nomor KKP sebagai pengendali araip. 



H. CHECK LIST PENYELESAIAN PENUGABAN PERENCANAAN 

CC LAT 
ENYELE'RALAT ITT'GASAN PERCAAAN PEIN GAWAAAT 

No Jenis Pekerjean yang harus dilacukan Sudah/ % 

Belum Penelesalan 

1 2 3 4 

1 Pecbuatan Kartu Penugaan 

2 Pengembangan Tu±uan Audit/Reviu/Perantauan/ 

Evaluasi, Lingkup Pekerjean, Penaksiran Rietko 
8egmen Kegiatan, Miasi, Tujuan dan Rencana 

Pela.ksanaan 
• Informasi organisesi 
• KKA terkhir 

• ile permanen 

• LHP auditor clstern 
• Data pembanding 

• Angaan 
Literatu tel4e 

3 Adakah perubahan auditor dari rencana serula ? 
Jlks ada perubahan ape.kah sudah dibuat Memo 

persetufuan dan sudah diam pirkan le lartu 

pengasan di Pengendai Mutu 
4 Apaka.h sudah dfbuat rapt koordinasi 

Apaka.h sud.ah dibut ring.lasannya dan telah 

didistribuslan 

5 Apaka.h suda.h dibuat persiapen survei pendahuluan 
Apa.la.h survei pendahuhuan telah alsanakan 

Apaka.h telah dibuat ikchtiear haall survey 
6 Apakah telah ditulis program kerja pengawasan 

7 Apaka.h progrer audit telah mengacu pade program 
baku dan hasil pengumpulan informasi 

• 
Apa.lah program audit telah mendapat persetujuan 
pengendai telnis 

9 Apa.kah tahapan peckerjaan telah sesuai dengan 

an@garan waktunya: 
• Penetapan tufuan, llngkup den penaksiran risiko 
• Pengumpulan informasi awal 

feet.apocntaf audit 

• Rapat pendahuluan 
• Survei pendahuluan 
Penulisan program kerja pengawasan 

• Persetujuan program kerja pengawasan 
Apakah kertas kerja audit/reviu/ pemantauan/ 
evaluaai perencanaan telah selesad dikerjakan 

Diketahi: Dibuat tanggal: 
Pengendali Mutu Pengendali Telanis: 

( ........................... ) ( ........................... ) 



PETUNJUK PENOISIAN : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 

2. Kolom 2 diisi dengan jenis pekerjaan yang dilakcukan. 

3. Kolom 3 dlis! dengan kondisi sudah atau belum seleeai 
4, Kolom 4 diai dengan persentase penyelesalan pekerjadn terse but. 

5. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangen pengendali teknis dan 

pengendal mutu 



I LAPORAN MINGQUAN PENGUJIAN DAN EVALUASI 

LAO#AN NT OOA 

PE GO,JAIN DAIN EVALA 

Minggule.o........ 

Name Obyek Pegeen : Pengend.all Teknis : Ketua Tim; 

Alamat : 

Periode • • 
Auditor/Pejabet P2UPD : 1T% Tgl 

Tgl Prosed ur Eetimast 
Reali 

Audit/ Reviu/ Reallesi 
Realises 

Wartu Anggara 
Anger ... Ange 

Perantauan/ Waltu a.d an Blay ran 

valuani 
Waktu Tangs 

Penyeleae n Jan 
Blay a.d Bisya 

la 
Tel 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nara Auditor / Pejabat P2UPD: 

AnAhgig Penyimpeangan: 

Keta tim 

Pergrndali Teknis ; 

PETUNJUK PENO9LAN : 

a. Minggu ke diiei dengan minggu ke berape laporn terse but 
b. Nama obyek pengawasan dan alamat cukup jelas 
c. Kolom periode diisi dengan audit/reviu/ pemantauan/evaluaai 
d. Kolom auditor/pejabat P2UPD diisi dengan nama auditor/pcjabat 

P2UPD yang melakcukan audit/reviu/ pemantauan / evaluaai 
e. Kolom pengendali teknis den ketua tim serta tanggal cukup jelas 
f. Kolom 1 diisi dengan tanggal dalam minggu yang bersangkutan 
g. Kolom 2 diisi dengan prosedur audit/reviu/ pemantauan /evaluasi yang 

dileksanakan oleh anggota tin atau kctua tim yang bereangkutan 
h. Kolom 3 diisi dengan realisasi waktu untuk prosedur audit/reviu/ 

pemantauan/ evahuasi pada minggu yang dilaporkan 
i. Kolom 4 diisi dengan realisasi waktu untuk prosedur audit/reviu/ 

pemantauan/evaluasi kumulatif dari minggu sebelumnya ditambah 
dengan realisasi waktu pada minggu yang dilaporkan 

±. Kotorm s iii angsaran walto me9a_Plan datamn program audit/ 
reviu/permantauan/evaluaai untuk prosedur yang bereangkutan 

k. Kolom 6 diisi dengan realisasi biaya total untuk auditor/pejabat 
PUPD yang bersangkutan pada mingu pelaporan 

I Kolom 7 diisi dengan biaya total kumulatif bagi auditor/ pejabat 
P2UPD yang bersangkcutan 



m. Kolom 8 diisi dengan total anggaran biaye yang telah ditetapkan bagi 

auditor/ pejabat P2UPD yang bereangkutan 

n. Kolom name auditor/ pejabat P2UPD dlisi dengan nama 

auditor/ pejabat P2UPD yang bertugas 
o. Kolom analiais penyimpangan dilakukan oleh ketua tim dan 

pengendali teknis sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. 



J. CHECK LIST PENYELESAIAN PENOUJIAN DAN EVALUASI 

CC LET 
PETYEZESALA PEN OGJLAN DAN VALDA.ST 

Sudah/ Proeentase 
Ket 

No Uraden 
Belum Penyele ia 

I 8udahkcah dilakcukan penjelasan penugasan 

lepada anggota tim 
2 Buda.hkah dibuat perenoanae. audit/revhu/ 

pemantauan/ evaluas 

3 Suda.hkah dilakcukan audit/reviu/ 
pemantauan/ evaluasi sesual program 
audit/revlu/pemantauan /evaluasi 

4 8udahkah dilakulean revies terhadap hasil 

kerja anggota tim 
5 8udahkcah basil review ditindaklanjuti oleh 

anggota tim 

• 
Suda.hkah anggota tim membuat KKP dan 
dlsirpan pada tempat yang telah diaiapken 

untuknya 
7 Sudahkah KKP dierjaken oleh Ketua Tim dan 

disimpen pade trmpat yang tclah disiaplan 

sebelumnya 

• 
Sudahkah direview oleh Pengendali Telcnis/ 
Pembantu Penanggunglewab; 
Review I tanggal 
Review I tanggel 
Review II tan@gal 
Review IV tanggal 

• 
Suda.hlash dibuat ringlasan arahan review darf 

Pengendal Telrnis/ Pembant 
Penanggungiawab 

10 Sudahkah Has~l review Pengendalt Teknis/ 
Perbantu Penangungiawab ditindaklanfuti 

oleh tin 

II Buda.hkah dikcembangkan temuan hasl audit/ 

reviu/ pemantauan/ evaluasi dan relcomendasi 
perbailan 

12 8udahlen diacu.on.n loouriled teuan don 

rekomendasi perbaikan dengan manajemen 
obryek pengawasan 

13 Sudahkan diperoleh kata sepakat at.a.8 

rekomendesi yang diberikan 
14 Adakah pengendali mutu/ penanggungiawab 

melakukan reviu 
Review I tanggnl 
Review II tanggal 
Review III tanggal 

15 Sudahkah dibuat ringkasan hasil reviu 
pengendali mutu 



16 Sudahlaah basil reviu penangung jawa.b 

ditindaklanjuti oleh Tim 

17 Sudahkah dilakcukan penyusunan dolcumental 

has~l audit 

18 Sudahkah dokumentasi basil audit dibahas, 
di tin 

• dengan Pengendai felcnis/ Per bantu 
Penanggunglewa.b 

• dengan Pengendai Mutu/Penanggungiawab 
19 Sudabkah dilakkan penelaahan kesesuaian 

KKP dan lesinya dengan 

pedoman Pengawasan APIP, 

• oleh tim 
• dengen Pengendall Teknis/Pembantu 

Peranggunglawab 

• dengan Pengendall Mutu/Penanceungiawab 
20 Sudahkcah d~lakukan penelaa.ban kesesuaian 

KKP dengan tujuan audit/reviu/ pemantauan/ 
evaluasl, 

• de.ngan Pengendalf Telcnis/ Pembantu 
Penanguwngjawa. 

• dengan Pengendali Mutu/Penanggungiawab 
21 8uda.blah dilakukan pembehasan shmpulan 

hail audit : 

• oleh pemeriksa 
• beserta Pengendali Teknis/ Pembantu 

Penanggungiewa.b 

• beserta Pengendali Mutu/Penanggungiewab 

,..,_ ------- 
Td ......... 

Direview ole.h, DiHai oleb, 

Pergendall telenis : Ketua Tin: 

PETUKJUK PEN GISLAN 

a. Klom 1 diiasi dengan nonor urut 
b. Kolom 2 diisi dengan prosedur kerja yang harus dilakukan 

c. Kolom 3 diisi dengan kondisi penyelesaian 
d. Kolom 4 diisi dengan kondisi penyelesaian yang eudah dilaksanakan 
e. Kolom 5 diisi dengan catatan yang diperlukan 
f. Kolom pengii diisi dengan data nama ketua tirm dan tanggal pengieian 
g. Kolom review dilei dengan data narea pengendali teknie/ pembantu 

penanggungiawab dan tanggal reviu tereebut. 



K. LEMBAR REVIU SUPERVISI PENGENDALI TEKNIS/PEMBANTU 

PENANGGUNGJAWAB 

LOAR RVTU SUPRVDAT PT OE DALE HIE /PM ANTU 

A GOG/AWA 
. 

Nama Obek Pengawasan : ·•··••·····• .......................... 

No Surat Tgas • ...................................... • 

Periode • ...................................... • 

Audit/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi : ...................................... 

Ketua Tien 

No Permasa.la.han/ Komentar 
Index 

Penyele le pertujuan 
KKP 

I 2 3 4 5 

I 
2 

3 

4 
5 

Pengendali telnis/Perbantu Penanggungiawab, 
Tande ta.ngan : ........................................ 

Nara : ....................................... 

Tanggal : ....................................... 

PETUNJOK PEN OSLAN 

a. Kolom nama obyel pengrwasan dlisi dengan name obyek pengawasan yang 

dlalrukan audit/reviu/ pemantaan/ evaluasi 
b. Kolo nomor surat tugs culup jelas 

c. Kobom periode diisi dengan periode dilalukannya audit/reviu/ 
permantauan/ evaluasi terse but. 

d. Kolom ketua ti dilesi dengan nama ketua tim yang bertanggung jewa.b 
e, Kolor 1 diisi dergan nomor urut 

f. Kolom 2 diisi dengan permesalah atau komentar 

g. Kolom 3 diisi dengn nomor indek atau nomor lode KKP 

h. Kolom 4 diisi penyelesaian yang dilakkan oleh ketus tim atau angota tirm 
etas perraasala.han atau loner tar dauri pengendali telenis/pembantu 
penanggungiewab 

i. Kolom S dlisi dengan paraf pengendali teknin/ pembantu penanggugiawab 
scbegai tanda persetujuan atas penyelesalan yang dilakukan oleh kctua tir 

dan anggota tin yang bersangkutan 
j. Kolor tanode tangan diiai dengan tanda tangan dan nama pengendalf 

tent/ pemtant penaneeungiawab yens bertans.swab 
k. Kolom tangel dilei dengan tanggal dilakukannya proses reviu terse but. 



L. LEMBAR REVIU 
PENANOUNOJAWAB 

SUPERVISI PENGENDALI MUTU/ 

LINEAR EVIL UVA EN GED ALI MUTO /i A0UNG,AA 

Name Obwekr Pergawasan 
' 

...................................... 

No Surat Tugas • 
• 

...................................... 

Periode : ...................................... 

Audit/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi 
' 

...................................... 

Ketua Tim 

No Permasalahsn/ omentar 
Index Penyelesslan Persetujuan 
KP 

1 2 3 4 5 

I 

2 . 
3 

4 
5 

Pengendali telis/ Pembantu Penanggungjawab, 
Tande. tAnpn: ........................................ 

Nara ; ....................................... 

Tan@gal : ....................................... 

a. Kolom name obyel pengawasan diisi dengan nema obyek pengawasa yang 
dilakukan audit/reviu/ pemantauan/ evaluasi 

b. Kolom noror surat tugas cukup jelas 
c. Kolom periode diisi dengan periode dhlallannya audit/reviu/ 

pemantauan/ evaluasi terse but. 
d. Kolom ketua tir diisi dengan name ketua tir yang bertanggung jawab 
e. Kolom 1 dilsi dengan nomor urut 
f. Kolom diiai dengan permasalah atau korentar 

g. Kolom 3 dist dengan nomor tndekx atau nomor ode KP 

h. Kolom 4 diisd penyelesalan yang dilakukan oleh ketua tin atau anggota tim 
atas permasaaban atau komen tar di pengendali mutu/ penanggungiawab 

i. Kolo S dlisi dengan paraf pengendali mutu/ penanggungiewab sebagad tanda 
persetujuan etas penyelesaian yang dilakclcan oleh ketua tim dan an@gota tin 
yang bersanglutan 

j. Kolor tanda tangan diisi dengan tanda tangan dan name pengendali mutu/ 
penangsungiawab yang bertangsung jawab 

k. Kolom tangeal diisi dengan tanggal dilakukannya proses revieu terse but. 



M. SISTTMATTKA LAPORAN HASIL AUDIT 

8ITT4ATTA LAPORA EASTL AUDIT 

A) BABT : SIMPULAN DAN REKOMENDASI. 

(1) 8impulan Hasil Audit 
(2) Relcomendasi. 

B) BAB II URAIAN HASIL AUDIT 

(1) Data Umum 

(a) Dasar Audit 

(b) Tujuan Audit 
(c) Ruang Lingkup Audit 

(d) Batasan Audit 

(e] Pendekatan Audit 
(f Strategi Pelaporan 

(g) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hae~l Audit yang 
lalu 

(2) Has~l Audit 
(a) Profil Administrasi Urum Pemerintahan 

- Kebijakan Daerah 

- Kelerbagaan 
- Pegawai Daerah 

- Keuangan Daerah 

- Barang Daerah 
(b) Profil Urusan Pemerintahan 

- Urusan Wajib 

- Urusan PIllhan 
- Dekosentrasi 

- Tugas Permbantuan 

(3) Temuan dan Rekomendasi 

C) BAB III :  PENIJTUP 



N, SISTEMATTKA LAPORAN HASIL AUDIT 

8I'TTNATTKA LAPORA HASTL RVIU LEPD 

KOP INSPEKTORAT 

Tanggal: (disei dengan tanggal 
persetgjuan konsep LHR] 

Kepada : 
Noor 
Lampiran ; 
Hal • 

Yth . 

Di-- 
•......•••...........••••••• 

Dengan ini lami sampaikcan Laporan Haail Reviu atas Laponan 
Keuangen berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal terebut. Reviu 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hail sebagi 
berikut: 

1. Pernyataan Reviu 
Contoh Pernyataan Reviu Tanpa Paragraf Penjelas adalah sebagai 
berikut: 

Kamai telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Indramayu berupa Nerace untuk tanggal 31 Desember 
20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan 
atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelapotan Keuangan dan Kinerja Instasi Pererintah. 
Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalab 
penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Indramayu. 

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor •.. Tahun .... Tentang Fedoran Pelaksanaan Reviu 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama 

mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepads 
pejabat entitas pelaporan/ pejabat pengelola keuangan daerah dan 
prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan, Reviu 
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkoan dengan 
lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terlait 

dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 
secara keseuruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat 
seraca.m itu. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang 
menjadilcan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami 



sebutkan di atas tida.k disajikan berdasarkan sister pengendalian 
yang mermadei dan tidak seeuai dengan Stander Akuntanai 
Pemerintahan. 

Mt (tanpe paragraf penjelas] Inspektorat ........»» 

Contoh Pernyataan Reviu dengan Paragraf Penjelas adalah sebagai 
berikut: 

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pererinta.h 
Kabupaten Indramayu berupa Neraca Per tanggal 31 Desember 
20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan 

atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuargan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 
Semua informasi yang diruat dalam laporan keuangan adalah 
penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Indramayu 

Reviu dilaksanakan seeuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor .... Tahun ••.. tentang Pedomnan Pelaksanaan Reviu 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Revilu terutama 
mencakrup penelusuran angks, permintaan keterangan 
kepadapejabat entitas pelaporan/ pejabat pengelola keuangan 
daerah dan prosedur analitis yang diteraplan atas data keuangen, 
Reviu mempunyad lingup yang jauh lebih sempitdibandingkan 
dengan lingkup audit yang dilakukan seesuai dengan peraturan 
terlait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat etas laporan 
keuangan sccara keseluruhan.Oleh karena itu, kami tidak memberi 
pendapat semacamn itu. 

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang 
kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang 
menjadtkan kami yakin bahwa laporan kruangan yang lamai 
scbutkan di etas, tidak disajikan berdasarkan Sister Pengendalian 
Intern yang memadai dan tidak seeuai dengan Stander Akuntansi 

Pemeritahan. 
(pengan paragraf penjelas) 

Seperti yang diunglapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan, entitas pelaporan menerapkan •.•.• (jelaskan metode yang 
baru diteraplan) edanglean sebelumnya meneraploan .... (ielas.kan 

metode sebelumnya), meskipun ..•.• (metode yang baru diteraplan) 
tidak seeuai dengan Standar Akuntanai Pemerintahan, Entitas 
pelaporan tidak dapat memberikan dasar pertimbangan yang 
memadai bagi perubahan tereebut. 

2. Dear Reviu 
a. Peraturan Pererintah Noror 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan den Kinerjalnetansi Pemerintah; 
b. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor ••.. Tahun ...•• tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pererinta.h 
Daerah; dan 



c. Surat Tugas Nomor ............... 

3. Waktu Pelaksanaan Reviu 
Reviu dilaksanakan dari tan@gal 

............. . 

• 
sampai dengan 

4. Tujuan dan Sasaran Reviu 
Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas etas 

laporan keuangan yang disajfkan berdasaran sister pengendalien 
intern yang meradai dan sesuai dengan Stander Akuntanasi 
Pemerintahan. Sasaran reviu adala.h untuk laporan keuangan yang 
disajikan oleh PPKD. Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

5. Ruang Lingkup Reviu 
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan sister 

pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan, dan 
kesesuaian laporan keuangan dengan SAP 

6. Simpulan dan Rekomendaai 
(Uraikan secara ringkas hasil reviu, koreksi-korelsi dan rekomendasi). 

7, Tindak Lanjut Haail Reviu Sebelumnya 
[Uraikan secara ringkas tindak lanjut yang belum dilakukan atas hasil 

reviu sebelurnya yang dapat berdsal dari reviu rutin dan berkala), 

INSPl!KTUR 
KABUPATEN INDRAMAYU 

···•··•··•··•···•·•··••·•···• 
NDP .. 



OUTLINE 

LAPORAN HABIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN 

BAB I SIMPULAN KRITERIA DAN REKOMENDASI 

A. 8impulan 
B. Kriterie 

C. Rekomendasi 

BAB II URAIAN HASIL REVIU 
A. Data Umum 

1) Desar Reviu 

2) Tujuan Umuma 
3) Tujuan Reviu 
4) esaran den Batasan Reviu 

5) Ruang Lingkup Reviu 
6) Waktu Pelaksanaan 

7) Metodologi Reviu 

8) Hambatan 
B. Uraian Hasil Reviu 

BAB III PENUTUP 



OUTLINE 
HASIL REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH (LAKIP) 

Pernyataan Tela.h Direviu 

Hasil Revlu, yang memuat: 

1} Ringkasan eksekutif 

2) Dasar Hukumn Pelakcsanaan Reviu 

3) 'Tujuan dan Ruang Lingkup reviu 

4) Metodologi Revlu 

5) Hasll Reviu 

6) Rekomendeai 



O. SISTTMATIKA LAPORAN HASIL REVIU 

8I9T'TMA'TTKA LAPORA HARL. PENMAN'TAUAN DAN EVALUAAT 

A, BAB I PENDAHULUAN 
1) 8impulan Haail Pemantauan dan Evaluasi; 
2) Saran 

B. BAB IT URAIAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 

I) Data Umum 
a) Dasar; 
b) Tujuan; 
c) Ruang Lingup; 

d) Batasan; 
2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi; 
3) Kalimat penutup. 

C. PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI UNSUR YANG TERDAPAT 
PADA BAB I DAN BAB II, SEBAGAI BERIKUT : 

1. BAB I 
a] Simpulan Has~l Perantauan dan Evaluasi; 

Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan, 

b) Saran; 
Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh 
pemerinta.h daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan 
kegiatan. 

2. BAB II 
a) Data umum 

I) Dasar : 
a) Surat penugasen dari peja.bat yang berwenang; 
b) Peraturan perundang-undangan yang dipaka sebagai 

pedoman. 

2) Tjuan; 

Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk 

membendingkan antara kebijakan daerah, program serta 

kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potenasi uunggulean 

deerah dan peraturan perundang-undangan. 

3) Ruang Lingkup; 
Seeuai dengun kebijakan deu mah, program den kgiatan 
yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. 



4) Batasan; 
Waktu pelaksanaan pemantaan den evaluasi. 

b) Haail Pemantauan dan Eva.huasi 

c) Kalirat Penutap. 

. , . 

Mengetahui, 
INSPEKTUR 

KABUPATEN INDRAMAYU 

( ) 

I. 

2 . 

3. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

Tim Pemantauan dan Evaluasi, 



OUTLINE 

LAPORAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP 

I. KATA PENGANTAR 

IL. DAFTAR ISI 

III. IKHTISAR EKSEKUTIF 

IV. BAB I PENDAHULUAN 

V. BAB I HASIL EVALUABI 

VI. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 

VII. BAB IV PENUTUP 

LAMPTRAN-LAMP'IRAN 

- Lembar Evaluasi 

- Template Evaluasi 



P. SI8TIMATTKA LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

POND ALLAN PITT UUAT LAPORA 

ioicar viii 

Nema obyck pengawasan .................. Tawnggal Kartu ••••••• 

Alamat ' No. PKAT .................. 
. ................. 

Telpon .................. RMP .................. 

Tujuan RML ' .................. 
.................. 

Audit /Reviu /Perantauan/ ' Ketua Tim .................. 
.. ................ 

Evaluasi Pengendall Teknis/ ' .................. 

Periode ' Perbantu .................. 

Audit/Reviu/ Permantauan/ Penangzungjewab 
Evaluasi Pengendali Mutu/ .................. 

Noror KaruI Perugasan Penaggngjaw.b 

TAHAPA PETELA.IA 

Urian Nara 
I n II IV 

' 
2 3 • 5 6 

Dieera.hkan oleh Ketua Tim 

kepada Pengendali 
a. Telnis/Pembantu 

Penanggungiawab 
b. Diserabkan oleh 

Pengendali Telnis kepada 
Pengendali Mutu/ 
Penangguwngiawa.b 

Tanggal Tanggal 
Mulai Belesa 

c. Diserahkan ke eekretariat 

untuk die ti 

d. Diserahkan le petugas 

reviu 
e. Diperbeili oleh secretariat 

t Dicopy dan dijilid 
g. Diserahkan ke Pengendali 

Telcnis 

h. Diserahloan le Inapektur 

i. Dicta.hlen lepaella Burp ti 

i Didistribusilan lepada: 
1. Obyekr Pengewasan 
2.Arsip 



PETUNJOEK PEN GISLAN 

a. Kolom informasi umum diisi dengan data yang berhubungan dengan 

audit/reviu/ pemantauan/evaluasi. 
b. Kolom 1 diiei dengan uraian tentang langkaah pekerjaan yang ditempuh 

dalam pelaporan. 
c. Kolom 2 diisi dengan nama personal yang bertarggung jawab. 
d. Kolom 3 diisi dengan tanggal yang berhubungan dengen kegiatan 

terebut. 



Q. FORMUJLIR PENGENDALIAN PENYUSUNAN LAPORAN 

EVIN KONSEP LAPORAT 

• q1 ltd T I / • 
dot 

Nema Obyelk Pengawasan • . ...................................... 

No Kartu Penugsan . ······•• .............................. 

No. Halaman Masalah yang Noror Penyeclesaian Dilalculan 
Ket 

Urut LHP dijumapei KKP Maselah Oleh 

I 2 3 4 5 • 
T 

1 

2 
3 

4 

s 

Pengendali tekcnis/ Permabentu Penanggugkawab:.................. 

Tanggal:.coo+so+ 

PRTUNJOK PENGHAUA: 
a, Kolom nara obyek pengawasan dan no kartu penugzsan cukup jelas. 
b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
c. Kolom 2 diisi dengan halaman LHP. 

d. Kolom 3 diisi dengan uraian tentang masalah yang dijumpai. 
e. Kolor 4 dlisi dengan noror KKP. 
f. Kolom 5 diisi dengan penyelesaian terhadap masalah tersebut. 
g. Kolom 6 dliai dengan nama dari Pelaksane reviu. 
h. Kolom 7 diisi dengan catatan yang diperlukan dalam proses 

pembuatan laporan. 
i. Kolom pengendalien teknis dan tanggal diisi dengan nama pengendali 

teknis dan tangal pekerjean. 



R. FORMULIR REVIU KONSEP LAPORAN 

CHECK LIST 

PHYLA6ADAN LAPORA 

Sudah 

No Uralan I Ket 

Behun 

I 2 3 • 
RNOKASA DPT AN 

I Ringlasan pirpinan menyaj~an crier ringkas ate 

obyek petgawa.san, tujuan audit/reviu/ pemantauan/ 
evaluasi, ruang lingkup, referenai atas lriteria, metodologi 
audit/reviu/ pemantauan/ evaluasi, dan aimpulan hast 

audit/reviu/ pemantauan/ evaluasi ata.s setiap tujuan 

audit/reviu/ pemantauan/ evaluasi. 
0D LA ORAN 

2 Kecukpan informasi latar belalang obyek pengawasan 

3 Tujuan audit/revlu/pemantauan/evaluasi dan kriteria yang 
berkaltan 

4 Rang Hngkcup audit/reviu/ pemantaua/evaluasi sud.ah 
dinyataloan secana jelas 

5 Jed ual, metodologi, stander audit/ revlu/ pemantauan/ 

evaluasi yang diacu. Jilea ala standar yang tidak 

diuti, penjelasan yang memadad telah dibuat. 

6 Hasil observasi yang mendalam yang berkaitan den@an 

tujuan dan lriteria audit/reviu/ permantauan/evaluasi telath 
diperoleh untuk mencapai simpulan audit/ 

revia/ pemantaan/ evaluasi. 
7 Betiap observasi beriei pernyataan kondlei, kriteris, 

penyebab, darpa.kr dan rekaenlesi 

• 
Bukti yang cukup den persuaslf telah dilcumpullan untuk 

mend ulung sctiap observasi. 
9 Teruan yang bisa dikuantifisir tela.h dihitung 80cat 

memadai 
10 Rekomendasi yang diberikan telah mengikuti alur logis dari 

haail observasd dan penyebab, jelas dan 00st effective, 
dirufulean lepala pihale yang belorperten 

11 Simpulan telah disajfkan untuk setiap tujuan 

audit/reviu/ pemantauan/ evaluasi dan telah did ulung 

dengan bukti yang persuasif. 
12 Lampiran-laumpiran yang disajilan merang menarbah nilei 

5ii so 

13 Dafar isl yang menggambarkn struktur laporan den judul 
yang same dengan judul pada haleran bodi. 

14 Judul dan huruf yang lonaiaten 

15 Bagan dan gambar telah dirujukr secara reradai dalam bodi 
laporan 



16 8truktur kalhrat dan paragraf yang mudah dipahami 

17 8ingkatan-singloatan telah didefinis~loan 

18 Bahasa dan terminologi yang mudah dipahamt 

19 Tats bahasa dan penulisan kata yang tepat. 

20 Larpiran disejikan oecana seragat dan dirujuke pada bodi 
laporan. 

21 Secara kescluruhen, laporan sudah jelas dan tepat. 

LAnt-L.AT 

22 Penyusunan telah melahui proses reviu: 
Pengendali Teknis/ Perba.ntu Penanggungiaswab Pengendal 

Mutu/Penanggungiawab 
23 Distribust laporan telah seeuat letentuan 

Dlrevu oleh, Tanggsh. +.%.. 
Dlisi oleh, 

Pengendali tekis/Perabantu Penanggunglawab Ketua Tim: 

PE'TONJUK PENGISLA: 

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
b. Kolom 2 diisi dengan uraian tentang pekerjean yang dilaku.kan. 
c. Kolor 3 diisi dengan kondisl pekerjaan. 

d. Kolom 4 diisi dengan keterangan yang diperlukan. 
e. Kolom identitas diisi dengan pengisi formulir dan pelaksana reviunya. 



S. PORMULIR RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN 

ORMOLIR ECANA ASI TTNDAK LAJUT TEMOAN FEGAWAA 

RECANA AKBI TTNDAK LAJUT 'TEMU'AN PEGAWABAN 

Obyekr Pengawaean / Auditi ........................................... ·········· 

Periode • . ................ ................... ............... .. 

Audit,/ Reviu/ Pemantauan / Evaluasi : .................................................... 

Tujuan : . 

Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Pemantauan ..................................................... 

Nomor Surat Tugas ..................................................... 

Nomor LHP 
Disampankan Tanggal 

Rekomen 
Rencana 

No Kondisi Kriteria Sebab Akibat Tindak Ket 
dasi 

Lanjut 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Pembantu Penanggung Obyek Pengawasan 

Jawab/ Fengendali Teknis 

( .................................... ) (, ....................•••••••••••.• ) 

PETUNJU PEN GI8tA 
a. Kolom informasi umum cukup jelas. 
b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
c. Kolom 2 diiai dengan kondisi yang ditemukan. 
d. Kolom 3 diisi dengan kriteria yang dipergunakan. 
e. Kolom 4 diisi dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut. 
f. Kolorn 5 diiai dengan alibat yang mungkin terjadi karens kondiai 

terse but. 
g. Kolom 6 diisi dengan rekomendasi yang diberikan auditor. 
h. Kolom 7 diisi dengan rencana tindak lanjut yang direkomendasikan 

i. Kolor 8 diiei dengan keterangan yang diperlukan. 
j. Kolor Pembantu Penanggunglewab/Pengendali Teknis den Obyek 

Pengawasan diisi dengan nama dan tands tangannya. 



T. FORMULIR LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWA8AN 

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENOAWASAN 

INFORMAST UMUM 

Instansi/ Unit : Tang8al • 
......................... • . ........................ 

Baglan/ egiatan yang : Perlhal • 
......................... • ......................... 

diaudit/reviu/ pentau/ Eksemplar : ......................... 

vahas! : 
························· 

No. 6 'Tl LHP : ......................... 

No. Formulir Penyampaian • • . ........................ 

No. Temuan 
' 

.......................... 

No. Rekomendaasi 

Todak lanjut yang telah dilakrukan: 

. 

Tawnggal penyclesaian: 

Pirpinan Obyek Pengawa.san Per.bant Penanggung 

Jawab/ Pengendali 

I .............................. ) 
I ........................... ) 

FETUKJOK PENGDRLAN 1 

a. Kolom informasi urum diisi dengan data tentang informasi umum. 

b. Kolorm tindakan koreksi diisi dengan uraian tentang tindakan yang 
telah dilakukn. 

c. Kolom tanggal penyelesaian cukup jelas. 
d. Kolon pimpinan obyek pengewaeon den pembantu penangsung 

jawab/pengendali teknis cukup jelas. 



U. FORMULIR LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN 
PENGAWASAN 

FORMULIR LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LAN.JUT 

TEMUAN PENOAWASAN 

LAFORAN PENAT'TAU'AN TTD.AK LAJUT TEMAN FGAWABAN 

Nara • 
. ................................... 

LHP Nomor • 
.... ....................... .... .... • 

No Lraian Ternuan elorendasi 
Tada.k Status TL 
Lanjut 

I 2 3 4 5 

Indramnayu, oooosoo»+or 

Tien Peman tau Tindak 

Lanjut Obyek Pengawasan 

( ............................ ) ( ............................ ) 

PT URKJOK PEN GIB'LA 

a. Kolor informast umum diisi dengan nama obyek pengawasan dan 

No/Tanggal LHP 
b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

c. Kolom 2 diisi dengan raian haail temuan 

d. Kolom 3 diiei dengan rekomendaei auditor/P2UPD 
e. Kolom 4 diisi dengan uraian tentang tindak lanjut 

f. Kolom 5 diisi dengan keterangan atas status tindak lanjut 

g. Kolom tempat tanggal diisi dengan tempat dan tanggal melaksanakan 

tindak larjut 
h. Kolor pelaksana tindake lenjut diiei dengan name orang yang 

melalsanalan tindak lanjut 
i. Kolom obyek pengawesan dengan nama pejabat pede obyek 

pengawasen 



V. BERITA ACARA 

BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN DATA 

BERTA ACARA P UTAHIRAN DATA 

Temuan Audit/ Reviu/ Perantauan/ 
Evaluasi yang Belum Ditindaklanjuti 

Haail pemeriksaan ....oo++or+o%%. 

Sampai Dengan ................................ 

podalnatanai ......... 

Pada hari ini, ......••••••...... , tansPL .. , ................... , telah dilakukan 
permutakhiran data ealdo temuan audit/reviu/perantauan/evaluasi 
has~l pmnerikMan. ••••••••••.•••••••••••• yang belum ditindaklanjuti bulan 

............ a.d ................... oleh obyek pengawasan .............••••........•••• 

yang dihadiri oleh; 
1. ...................................... 

2. . ..................................... 

3. . ..................................... 

Dalam permutakhiran ini tela.h dilakukan rekonsiliasi dan proses 
pemutakhiran data etas temuan haail pengawasan APIP dengan hasil 

sebagai berikut. 

No & Tl 
Termuan Sbl Tindak Lanjut Temuan 8tl 

No Jml Nilai Jrl Nilai Jml Nilal 
LHP 

Temuan (Rp) Temuan (Rp) Teruan (Rp) 

1 2 3 4 5 • 
7 8 

Rincian temuan per LHP terdapat dalem lampiran berita acara ini dan 

merupakan tatu keeatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita 

Acata ini. 

Derikian berita aca.a int dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakcan sebagamane mnestinya. 

.......................... tgl, bin, tbn 

Pimpinan Obyek Pengawasan INSPEKTUR 
KABUPATEN INDRAMAYU 

( ............................ ··········' ( ................................................. ) 


